
 

 
 
 
 
 
 

WALI KOTA SEMARANG 
 
 
 

    PROVINSI JAWA TENGAH  
  PERATURAN WALI KOTA SEMARANG 
              NOMOR 4 TAHUN 2023  2023 

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 49 TAHUN 

2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT 
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENGENDALIAN 

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SEMARANG  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA SEMARANG, 

 
Menimbang : a. bahwa dengan menurunnya angka kasus Corona Virus 

Disease 2019 yang sudah terkendali, tercapainya tingkat 
imunitas dan kesadaran vaksinasi  yang tinggi  
di masyarakat, maka pemulihan ekonomi harus segera 
dipercepat; 

 b.  bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri  
Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan 
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa 
Transisi Menuju Endemi, maka Peraturan Wali Kota 
Semarang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka 
Pencegahan Penyebaran dan Pengendalian Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) di Kota Semarang sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang  
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Wali Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2021 tentang 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam 
Rangka Pencegahan Penyebaran dan Pengendalian Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Semarang, perlu 
ditinjau kembali;  

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota 
Semarang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka 
Pencegahan Penyebaran dan Pengendalian Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) di Kota Semarang; 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,  
Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950  
Nomor 45); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3273);  

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063) sebagaimana beberapa kali telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5597),  sebagaimana 
beberapa kali telah diubah terakhir dengan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan  Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan di Wilayah  
Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, 
Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan 
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 89); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4828); 



MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 49 TAHUN 2021 
TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN 
MASYARAKAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN 
DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 
(COVID-19) DI KOTA SEMARANG. 

 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4829); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6487); 

13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi 
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2018 Nomor 34); 

14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di 
Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang 
Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Semarang Nomor 48); 

15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang 
Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 
2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Semarang Nomor 140); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020  
Nomor 1781); 

 

 



Pasal 1 

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2021 tentang 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka 
Pencegahan Penyebaran dan Pengendalian Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) di Kota Semarang (Berita Daerah Kota 
Semarang Tahun 2021 Nomor 49) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2022 
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 
49 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat dalam Rangka Pencegahan Penyebaran dan 
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota 
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 3), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Semarang. 

 
Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 7 Februari 2023  

WALI KOTA SEMARANG, 

 
 ttd 

 
   HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU 
 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 7 Februari 2023 

SEKRETARIS DAERAH  

    KOTA SEMARANG, 

 
 ttd 
 
    ISWAR AMINUDDIN 
 
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 4 
 

 

  

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG 

 
Drs.Satrio Imam Poetranto, M.Si 

Pembina Tingkat I 
NIP.196503111986021004 

 


